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PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DALAM NEGARA ISLAM

A. Tinjauan Umum Negara Islam

1. Islam dan ¥egara

a, Hukum Islam bersifat paripurna

Pada hakekatnya syaritat Islam bertujuan
untuk membangun kehidupan manusia berdasarkan -
nilai-nilai kebajikan (ma'ruf) dan membersihkan-
nya dari pelbagai kejahatan (mungkarot). Konsek-
wensinya dari pemahaman ini ialah bahwa syaritat
Islam mengatur kehidupan manusia secaﬁa indivi -
dual dan kolektif, Syaritat Islam menyentuh se-
luruh kegiatan hidup manusia yang mencakup agi -
dah keagamaan, ketentuan akhlsk vang menjadi da-~
sar hubungan antar makhluk dan aturan hukum da-
lam kehidupan, baik berhubungan dengan Tuhan ma-
upun antar sesama manusia,

Berkenaan dengan pemahaman tersebut, pe -
nulis sependapat dengan suatu pandangan yang me-
ngatakan bahwg syaritat Islam bersifat paripurna

yaitu mencakup setiap aspek kehidupan. (Dr. Ab -
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dul Karim zaidan, 1987:125), karena pandangan
ini sesuai dengan firman Allah
U
" " m' “! ’
"Tridaklah Kami alpakan sesuatupun di dalam
Al-Kitab" (Al-Qurtan, 6 ; 38),

Berangkat dari keuniversalan syaritat Is-
lam ini, Dr, M. Amin Rais dalam bukunya "Cakra -
wala Islam", memberikan ulasan yang cukup rasio-
nal

"Syaritah lebih luas daripada sistem hukum,
namun kalau kita melihatnya sebagai sistem
hukum, akan segera kelihatan bahwa syarit'ah
merupakan suatu sistem hukum yang lengkap
dan terpadu% (Dr. M. Amin Rais, 1989 . 52),

Olenh karena suatu hukum dapat dilaksana -
kan jika ada otoritas yang melaksanakan penera-
pan hukum, maka pelaksanaannya memerlukan kekua-
tan politik. Karena yang memiliki kekuasaan un -
tuk melaksanakan penerapan hukum itu adalah ne -
gara, artinya untuk menjaga ketentraman yang me-
ngatur segala urusan dan menjaga ketertiban umum
Hal ini berlaku bagi masyarakat manapun juga; -
tidak mengenal bangsa, agama, dar bahasa. Dengan
demikian jika ummat Islam dianggap sebagai masya
rakat tersendiri maka sesungguhnya merekapun se-
perti bangsa-bangsa lain di dunia ini, yaitu sa-

ma-sama membutuhkan suatu pemerintah yang menga-

tur dan memelihara urusan mereka,
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan
Islam, ummat Islam memerlukan suatu pemerintahan
yang akan mengurus masalah - masalah kenegaraan,
Akan tetapi pemerintahan yang dimaksud ha-
ruslah pemerintahan yang Islami (pProf. Dr. A. Sa~
labi, 1988 : 10), Yang dimaksud ialah suatu peme-
rintahan yang didirikan oleh masyarakat (ummat)
Islam yang mengindahkan dasaf - dasar yang dibe -
rikan oleh syarit'atiislam (Dr. M. Amin Rais;r -

1989 : 52),

~b. Bentuk Negara Islam

Sebagal sistem yang lengkap maka dalam hu-
kum Islam di samping ada bagian - -bagian yang ti-
dak dapat diubah dan bersifat permanen, ada pula
bagian -’bagian tertentu yang bersifat fleksibel
sehingga dapat memenuhi tuntutan. zaman yang dina-
mis. Di antara bagiamn - bagian yang mencerminkan
keluwesan dan keleluasaan hukum Islam adalah ﬁe -
menyangkut pengelolaan negara dan menyelenggara -
kan pemerintahan (Dr. M. Amin Rais, 1989 : 54).

Apabila dikaji dengan teliti hukum - hukum
khusus yang berkenaan dengan persoalan politik
dalam Al-Qur‘'an dan sunnéh, maka tidak akan dite-
mukan adanaya - nash: pada kedﬁanya yang menetap-

kan bentuk negara tertentu (Mubhammad Asad, 1985 -
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: 44 - 45). Artinya .
npidak ada pemerintahan yang spesifik dengan
perincian yang jelas dalam syaritat Islam, ,
Syaritat Islam‘hanyakah memberikan aturan -

aturan atau pr1n31p unumnya saja (Muhammad -
S. El-Wa, 1983 : 91).

Jadi, sebagaimana yang disimpulkan oleh Munawir -
Sjadzali bahwa dalam Islam terdapat seperangkat
prinsip dan tata nilai bagi kehidupan beragama
yang memiliki elastivitas dalam penerapannya se -
suai dengan perbedaan situasi dan kondisi antara
- sabu zaman dengan zaman yang lain serta satu buda-
ya dengan budaya yang lain, (H. Munawir Sjadzali,
MA, 1990 : 236).

Kendati demikian, sistem politik yang ter-
dapat dalam pAl-Qurt'an dan Sunnah Rasul sama seka-
1i bukanlah suatu khayalan ataupun utopia, se-
hingga setiap bentuk pemerintahan : da-
pat ditoleransi oleh Islam., Secara tegas Al-Qur'-
an dan Sunnah Rasul menggariskan metodologi poli=-
tik yang amat jelas yang selamanya seirama dengan
perkembangan zaman dan perubahan kondisi kemanu -
siaan, Justru karena metode politik itulah dimak-
sudkan agar sesuail den gan perkembangan kondisi
dan waktu, maka ia hanya dikemukakan secara garis

besarnya saja tidak dalam sedetail - detailnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



18

Ternyata saritat Islam hanya memuat dasar-
dasar atau landasan belaka adalah tepat, karena
pada dasarnya masyarakat itu secara dinamis dan
selalu menghendaki keluwesan, kreatifitas dan di-
namika hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam buku -
nya, Muhammad S. El-wa, dengan judul ®Sistem Po -
litik Dalam Pemerintahan Islam" yang memberikan

komentar : .

npampaknya Allah memang sengaja membiarkan -

untuk tidak menyebutkan bagian perbagian se -
cara terinci dan khusus tentang sistem peme -~
rintahan Islam, baik dalam Al-Qurt*an dan Sun-
nah Rasul. Hal ini dimaksudkan agar jalan ij-
tihadi ummat Islam mampu menjabarkannya men -
jadi sistem politik dan perundang - undangan

yang sesuai dengan kebutuhan waktu dan linku-
ngannya" (Muhammad S. El-wa, 1983 :112).

Karena pada hakekatnya, kebutuhan politik manusia
adalah merupakan kebutuhan yang selalu terikat
dengan waktu dan selalu berubah seirama dengan
perubahan dan perjalanan waktu itu sendiri, maka
sistem - sistem dan hukum - hukum yang diterapkan
secara kaku atau statis pasti tidak akan sesuail
dengan hukum alam yang selalu berubah dan berkem~
bang. Itulah sebabnya maka syari'at Islam tidak
mencoba sesuatu yang mustahil. Sebagai hukum -
Tlahi maka adalah wajar jika syaritat Islam mampu
memperkirakan perkembangan sejarah yang karena

itu ia hanya mengemukakan prinsip - prinsip poli-
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tik yang amat terbatas yang selanjudnya menyerah-
kannya kepada ijtihad kaum muslimin disepan jang
masa dengan lengkap dan amat luas guna kegiatan
penyusunan sistem pemerintahan yang berubah sei-
rama dengan perkembangan kondisi dan waktu,

Jadi, bentuk pemerintahan dalam Islam yang
penulis jabarkan di atas adalah sependapat dengan
beberapa pemikir Islam yang secara garis besar
berpendapat bahwa syaritat Islam membolehkan um-
matnya untuk mencari pemecahan (solusi) terhadap
pelbagai masalah yang timbul secara luas, dalam
arti atau menjamin metode pemecahan dari mana sa-
ja untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Tetapi
dengan syarat bahwa setiap solusi yang diambil
dari manapun datangnya selama tidak bertentangan
dengan konseptual Islam, dengan sendirinya dibo-
lehkan oleh Islam, (br, M. Amin Rais, 1989:54).
Dengan kata lain, tidak hanya ada satu model pe -
merintahan Islam melainkan banyak sekali. Bahkan
kaum muslimin diberi kesempatan untuk menemukan
model - model pemerintahan yang sekiranya sesuail
dan memenuhi tuntutan mereka, dengan syarat bah -
wa bentuk dan sistem yang dipilih itu‘betul - be=-
tul seirama dengan nash - nash syara' yang berke-

naan dengan sistem kehidupan sosial, (Muhammad -
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Asad, 1985 ; 46). Dengan demikian dapat disim -
pulkan bahwa konsep terinci mengenai cara penye-
lenggaraan pemerintahan secara detail diserahkan
kepada kaum muslimin untuk menemukannya berdasar
kan atas ijtihad mereka., Islam hanya memberikan
etika dasar, nilai-nilai dan aturan yang harus
ditegakkan, yakni mengenai cara-cara umum dan -
refrensi baku yang paradigma. Dan justru disini-

lah letak keabadian pl-Qurtan.

2, Dasar dan tujuan Negara Islam

a, Dasar negara dalam Islam

Setiap pemerintzhan dalam negara Islam
harus mend&sarkan.polit;k dan perundang-undangan
nya terhédap Al-gurtzn dan Sunnah Rasul., Karena
itu politik dan perundang-undangannya terikat ke-
pada kedua sumber pokok syaritat Islam itu,

Apabila kita mengkaji Al-Qur'an dan Sun -
nah Rasul maka dapat dipahami adanya nilai-nilai
politik dan perundang-undangan yang harus dite -
gakkan dan dijadikan dasar penyelenggaraan peme-
rintahan dalam negara Islam, (Dr.M. Amin Rais, -
1989 : 55), yaitu : Syura (musyawarah), keadilan

persamaan, kebebasan, dan pertanggungjawaban pew

merintah terhadap rakyat.
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1) Syura (musyawarah)

Syura (musyawarah) merupakan prinsip
penting dalam pemefintahan Islam, Penatuan ke-
bijaksanaan peémérintah yang menyangkut urusan
ummat harus didasarkan atas kesepakatan musya-
warah, (Muhammad S. El-wa, 1983 : 115). Dalam
hal ini Al+«Qur'an telah memberi petunjuk ten -
tang cara yang benar untuk menyelenggarakan
pemerintahan sepagaimana yang disyaratkan oleh

Allah dalam firman-Nya

. . I UY YRR
N Il el
"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan mu-
syawarah di antara mereka" (Al-Qur'an 42 -
: 38).

Berdasarkan makna yang dikandung dalam
ayat di atas maka ummat harus bermusyawarah
dalam segala hal pada situasi yang bagaimana -
pun juga. Karenanya, musyawarah tetap akan me-
rupakan dasar yang amat prinsip dalam sistem
femerintahan Islam dalam sistem yang bagaima -
pun juga, (Muhammad S. El-Wa, 1983 :116).

Dalam prinsip -prinsip pemerintahan Is-
lam, musyawarah dinilai sebagai lembaga yang
penting artinya, yakni pemutusan kebijaksanaan

memerintah dalam sistem pemerintahan Islam ha-

ruslah meialui suatu permusyawaratan.
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Berkaitan dengan .hal tersebut, Dr. M.
Agin Rais berkomentar :

"palam semua hal yang berkaita£ dengan u-
mum, setiap pemerintah diwajibkan melaksa-
nakan permusyawaratan dengan ummat. Jadi,
ummat mempunyai:hak penuh untuk diajak
bermusyawarahy (Dr. M. Amin Rais, 1989 : =
55) .

Prinsip syura ini menentang elitisme, -
yaitu paham yang menga jarkan hanya orang - 0 -
orang yang menjadi pemimpin (elite) sajalah
yang paling tahu cara mengurus dan mengelola
negara, sedangskan fakyat yang harus selalu me-
ngikuti kemauan pemimpin (elite).

Musyawarah yang dijalankan sebagaimana
diajarkan Islam akan menjadi pagar pencegah
yang terlalu kuat bagi penyelewengan pemerin -
ke arah otoriterisme, diktatorisme dan pelba -
gai sistem lair yang membunuh hak - hak politik
rakyat, Partisipasi rakyat dihargai sepenuhnya
dalam penyelenggaraan negara, sebab rakyat
adalah pemilik negara yang sesungguhnya, yang
seolah - olah mendapat mandat dari Tuhan, se -
dangkangiara pemerintah ini dapat ditarik sua-
ﬁu pemahaman bahwa pemerintah harus dipilih o~

leh rakyat secara bebas, brdasarkan pengertian

bzhwa rakyatlah yang memegang kedaulatan.
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Berdasarkan prinsip ini pula maka sis -
tem pemerintahan monarki atau kerajaan adalah
jelas bertentangan dengan Islam, Dalam sistem
kerajaan ' kekuasaan dipegang raja secara tu -
run temurun, sebenarnya tidak memiliki tempat
dalam ajaran Islam., Akan tetapi dalam sistem
kerajaan yang rajanya hanya menjadi seorang
figur simbolis, sedangkan kekuasaan sebenarnya
tetap berada di tangan rakyat, seperti keraja-
an Inggris sekarang ini, lebih dibenarkan oleh
Islam daripada kerajaan Saudi Arabia yang ra-
ja dan para pangeran sebagai pemilik negara
secara turun temurun dan tidak perlu bertang -
gung jawab kepada rakyat, (Dr. M. Amin Rais, -

1989 : 47-48).
2) Keadilan

Dalam pandangan Islam, penyelenggaraan
pemerintah harus bertujuan untuk melaksanakan
keadilan dalam arti seluas - luasnya, tidak sa
ja keadilan hukum melainkan Jjuga keadilan so =~

sial dan ekonomi, Dengan demikian negara ha -
rus memberantas segala fenomena exploitasi
yang muncul di tengah masyarakat. Keadilan
hukum yang menjamim persamaan setiap orang di

muka hukum tidaklah cukup, karena tanpa kea -
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dilan sosial ekonomi dapat timbul ketimpa -
ngan - ketimpangan tajam diantara kelompok -
kelompok masyarakat (Dr. M. Amin Rais, 1989~
s 46).

Syaritat Islam menampakkan aspek kea-
dilan yang amat tinggi dalam sistem perun -
dang - undangannya., Tiada sistem yang begitu
lengkap, kecuali Islam, Sebab banyak sekali
ayat - ayat Al-Qur'an yang mewerintahkan béﬁ-
buat adil dalam segala aspek kehidupan manu-
sia (Muhammad S. EL-Wa, 1983 : 127).

Karenanya menegakkan keadilan untuk
indi du, kelompok masyarakat atau negara me-
nurut Islam adalah suatu kewajiban yang pa -
ling.suci dan penting (Dr. Muhammad Abdul -
Qodir Abu Faris, 1987 : 51), sebagaimana ya-

ng disyaratkan dalam Al-Qurtan :
Y

\A“E,EJ 5)_&;)\/’rc\/4ij3‘a/\

"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian ber-
laku Adll dan berbuat kebajikan®" (Al-Qur
fan S : 3 90).

Keadilan dalam Islam bersifat mutlak

dan menyeluruh, Karenanya, Islam mewa jibkan

penerapannya terhadap kaum muslim,  teman atau

lawan, Keadilan dalam Islam tidak terpengaruh

oleh hubungan kerabat, kebesaran dan kekuasa-
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an. Sebaliknya juga tidak terpengaruh oleh ra-
sa benci atau permusuhan atau faktor apapun -

(Prof. Dr. M. Yusuf, 1991 : 185).

3) Persamaan

Persamaan juga harus menjadi prinsip
konstitusional yang diutamakan, Manusia harus
berdiri sama di depan hukum, tanpa diskrimina-
si berdasarkan ras, atau asal, bahasa, keyaki-
nan, pangkat atau latar belakang sosial ekono-
mi, Persamaan yang dimaksud ialah dalam arti
legal bukan faktual. Karena persamaan akan me-
niadakan sama sekall perbedaan - perbedaan yng
wajar dalam masyarakat dan dapat menjurus pa -
da kredo Komunis, yaitu dari masing - masingy
orang diminta sesuai dengan kemampuannya, ke -
pada masing - .masing diberikan < sesuai dengan
kebutuhannya (Dr. M., Amin Rais, 1989 : 56).

Prinsip persamaan aalam Islam dapat di

simpulkan dari sapaa Nabi saw

w\[»ljrcju\\f\w\)\\—ef
&35 Wxﬁs‘?“ "ﬁéﬁ%’)‘)
$10) g g2 LY 3y 5\“;4”“})"*
(e o L,?ww\) c{\.a/ | 430 s
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"yahai sekalian manusia ketahuilah bahwa
sesungguhnya Rabb kalian adalah satu, tak
ada kelebihan bangsa Arab terhadap non -
Arab, tidak bagi seorang mnon Arab atas -
Arab, tidak bagi seorang berkulit hitam

at&;seorang berkulit merah, tidak pula
bagi seorang berkulit merah atas seorang

berkulit hitam, kecuali dengan tagqwa. Se-
sungguhnya orang Yan paling mulia di an-
tara kalian di sisi apllah adalah orang -
yang paling bertagwa di antara kalian®

Sabda Nabi saw_tersebut adalah sebagai

pelaksanaan flrman Allah :

\,]‘5«\ ML\OAU\W.\L
2o .Cﬁ\}ATS; \U;Uy{)\nnsay\ﬂty\/

J c-“'.;)Wahal manusia, Kami menciptakan kamu da-
ri seorang laki - laki dan seorang perem -
puan dan menjadikan kamu berbanvsa - bang-
sa dan bersuku - suku agar kamu saling ke-
nal mengenal, sesuncguhnya orang yang pa -
ling mulla di antara kamu di sisi aAllah -
adalah orang yang palin bertaqwa di antara
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui -
lagi Maha Mengenal® (Al-Qurtan, 49 : 13).

o\

Keabsahan nilai - nilai persamaan ter -
gantung kepada keadilan yang tidak mengenal
perbedaan antara manusia dengan manusia lain -
nya. Dengan kata lain, itulah standar manusia-
wi daripada perberlakuan agama, dan dengan de-
mikian seseorang menjadi benar - benar Islam, -
dan moral tersebut yang harus dipraktekkan ke-
pada kelompok - kelompok non muslim (‘Said Ra -
madan , 1986 : 87), Berdasarkan pemahaman ini

berarti warga non muslim berhak untuk mengelu-
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arkan suatu atau menjadi anggota lembaga par -
lemen (S&id Ramadan, 1986 : 127).
Namun demikian pemerintahan Tslam meru-

pakan pemerintahan idiologis dan mementukan -
bahwa siapapun yang tidak mengakui idiologi
Islam sebagaili pedomannya tidak akan dapat di -
perkenankan menjadi kepala negara Islam maupun
Anggota Majelis Permusyawaratan (Abul A'la Al-
Maududi, 1990 : 319). Jadi penerapan prinsip
persamaan kepada ahli dzimni dapat dibenarkan
tetapi terbatas pada masalah - masalah umum -
negara atau demi kepentingan - kepeniingan mi-
noritasnya sendiri dan para pertisipasinya ti-
dak akan merusak syarat = syarat fundamental
Islam.

‘ Jadi, perbedaan hak politik antara war-
ga muslim, khususnya untuk kekuasaan tertinggi
( jabatan kunci) adalah dapat diterima dan ti -
dak mengurangi arti prinsip persamaan yang men
dasari penyelenggaraan dalam Islam, Alasannya,
sebagaimana dikemukakan oleh Abul A'la Al-Mau-
dudi

npisetiap negara idiologi, Jjabatan - java-
- tan tersebut tidaklah mungkin diberikan
kepada orang - orang yang tidak mempunyai
kepercayaan sepenuhnya kepada i:diologi ne-

gara tersebut, karemna ia tidak akan mampu
menyelenggarakan pemerintahan sesuai ~ de-
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ngan isi dan Jjiwa idioclogi dari negara @ -
yang bersangkutan® (Abul A'la Al-Maududi, -
1990 : 321). '

Berkaitan dengan persamaan hak ini maka
perlu adanya penjelasan lebih dalam tentang -
hak - hak budak yang terbatas. Dalam Islam, -
seseorang untuk menjadi anggota Majelis Syura
haruslah merdeka. Dalam hal ini, seorang budak
tidak dapat dipilih menjadi anggota Majelis -
Syura, karena ia tidak mempunyai kekuasaan -
atas dirinya, melainkan dalam kekuasaan maji -
kannya. Akibatnya ia tidak akan mampu membawa-
kan aspirasi masyarakat secara mandiri dan be-
bas dari pengaruh tuannya (pemiliknya) (Dr.Mu-
hammad Abdul Qodi Abu Faris, 1987 : 144).

‘ Demikianipula hak - hak wanita yang ti-
dak sama dengan laki - laki. Dalam pandangan
Islam yang berkaitan dengan hak - hak politik
rakyat, penerapan prinsip persamaan berlaku
Secara sempurna antara laki - laki dan perem -
puan hanya terbatas di bidang peran serta da -
lam menentukan Jjalannya pemerintahan secara
tidak langsung, yaitu untuk memilih. Tetapi, -
dalam hak untuk dipilih terdapat perbedaan pen
dapat. Sebagian membatasi pada laki - leki sa-

Ja (Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, 1987 -
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: 144). Sedangkan sebagian yang lain tidak
membatasi pada laki - laki saja. dan mengang-
gap bahwa sistem persamaan adalah dalam arti
persamaan penuh antara laki - laki dan wanits,
sebagaimana dipegangi oleh Muhammad Husain -~

Haikal (H. Munawir sjadzali, MA, 1990 : 188).

4) Kebebasan

Islam mengakui adanya prinsip kebeba -
san, bahkan menjamin sepenuhnya dan bahkén di
nilai sebagai dasar setiap muslim, Dalam pan-
dangan Islam diajarkan bahkan Allah mencipta-
kan manusia dengan suatu fitrah (nature) be -
bas untuk memelih, bebas untuk mengemukakan
pendapat dan bebas untuk melakukan sesuatu
berdasarkan pilihan dan pendapataya itu (Mu -
hammad S. El-wa, 1983 : 135).

Akar dari pelbagai kebebasan tersebut
adalah kebebasan berfikir, dan Islam meman -
dang kebebasan berfikir itu sebagai hak mut. -
lak manusia (Dr. M. Amin Rais, 1989 : 56).
Pan berkaitan dengan kebebasan-itu sendiri, -

Allah berfirman
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"pDan diantara manusia ada yang menyembah
tandingan - tandingan selain Allah, mere-
ka mencinatainya sebagaimana mereka men =-
cintai Allah., Adapun orang - orang beri -
man amat cintamnya kepeda Allah, Dan jika
seandainya orang yang berbuat dzalim itu
mengetahui ketika mereka melihat siksaan
bahwa kekuatan itu milik Allah semuanya
dan pahwa siksaan Aliah sanggt berat, nis-
caya mereka akan menyesal, (Yaitu) ketika
orang -orang yang diikuti berlepas diri -
dari orang -orang yang mengikutinya, dan
mereka melihat siksa, dan (ketika) segala
hubungan antara mereka terputus sama se -
kali" (Al-Qur'an, 2 : 165 - 166),

Dalam ayat sebelumnya (163 - 164)Ailah
memberikan bukti kekuasaan dan kemurahanNya.
semua itu berguna bagi manusia jika mau meng-
gunakan akalnya., Bukti yang diberikan Al=-qur._
'an membuat manusia berfikir, Dan jika = seo-
rang menggunakan akalnya secara benar maka
mereka tak akan menemukan Tuhan lain kecualil
Allah Swt (Muhammad S. El-Wa, 1983 : 137-138).

Dalam Islam juga diakui adanya kebeba="
beragama, sebagaimana ditegaskan Allah dalam

firmanNya :
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npidak ada paksaan di dalam agama" (Al -

Qurtan, 2 : 256).
Hal ini mengandung mskna bahwa manusia sepe -
nuhnya bebas untuk menganut suatu keyakinan
atau agama yang disenanginya, tetapi suatu
pengecualian bahwa Islam melarang mengganti
agama dari Islam ke agama lain, maka dasar ke
bebasan ini adalah kebebasan seseorang untuk
menganut agama dan melaksanakan segala kon. -
sekwensinya,., Dengan demikian, kebebasan agama
yang dikenal dalam Islam bukan berarti bahwa
manusia bebas pindah agama, melainkan Jika se
seorang telah menyatakan masuk Islam maka ia
dituntut untuk melaksanakan agama Islam sepe-
nuhnya dengan secara konsekwen, (Prof.H.M. -

Daud Ali S.H, 1985 . & - 63).

b. Tujuen legara Islam

Tujuan dari negara yang diridhoi oleh Is-
lam adalah tujuan yang sangat luas, yaitu tujuan
yang memiliki banyak sasaran (Prof. H.M. vusuf -
Musa, 1991 : 174). Diantara tujuan penyelengga -

raan negara berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan
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Sunnah Rasul (Abul Atla Al-Maududi, 1988 : 31). -

yaitu :

1) Untuk menghindari eksploitasi antar manusia
atau antar kelompok dalam masyarakat.

2) yntuk memelihara kebebasan, baik ekomomi, poli-
tik, pendidikan atau agama, bagi para warga ne-
gara dari invasi asing.

%) Untuk menegakkan sistem keadilan sosial yang
seimbang sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an.

4) Untuk mencegah setiap ke jahatan (mungkarot)
dan mendorong setiap keba jikan yang telah di -
tetapkan Al-Qurtan,

5) Menjadikan negara itu sebagai tempat tinggal
yang teduh dan mengayomi bagi setlap warga ne -
gara dengan memperlakukan hukum tanpa diskrimi-
nasi,

Apabila dika ji lebih mendalam maka secara
garis besar tujuan diselenggarakan pemerintahan
dalam Islam (prof. Dr. M. Yusuf Mysa, 19%1=: 175),
adalah
- Pertama menegakkan Iman dan Islam.,

- Kedua mengamankan kepentingan pemerintah dalam

mencapal usahanya.

Tegaknya Iman dan Islam merupakan tujuan fundamen-

tal yang mengikat pemerintah yang tentu saja « .ek-

sistensi dan bentuknya jamaah ummat Islam sehingga
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kedua elemen fundamental itu merupakan atribut da-
ri semua instruksi politik yang terbentuk,

Dengan sendirinya, barang siapa, balk pero-
rangan maupun kelompok, yang tidak mau mengikatkam
dengan elemen fundamental ini berarti dapat digo -
longkan sebagai golongan yang secara sengaja ingin
merusak jamaah dan sistem kemasyarakatan yang ada.
Demikian pula jika masyarakat itu sendiri yang ti-
dak mematuhi keterikatannya dengan elemen fundamen-
tal itu maka masyarakat tersebut telah kehilangan

arti sebagal masyarakat muslim,
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B. Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Negara Islam

1. Dasar kekuasaan pemerintah dalam negara Islam

getelah diuraikan tentang wawasan Islam dan
tentang pemerintah, maka terungkap bahwa pada dasar
nya syaritat Islam berkepentingan terhadap tersele-
nggaranya suatu pemerintah dikalangan masyarakat
muslim untuk menjamin tegaknya syaritat Islam itu
sendiri, Namun demikian, hukum Islam tidak menetap-
kan suatu bentuk pemerintah yang spesifik dengan pe-
rincian yang Jjelas kecuali hanya dasar-dasarnya sa-
ja yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan peme -
rintah yang bercorak Islam, Kemudian jika ditelusu-
ri tentang siapa yang menikmati hak untuk berdaulat.
dalam suatu negara yang dibentuk oleh suatu masya -
rakat muslim maka aken diperoleh suatu petunjuk da-
lam Al-Qurtan dan Sunnah Rasul yaitu tentang dasar-
dasar kedaulatan (sumber kekuasaan),

Dalam definisi ilmu politik modern, istilah
kedaulatan digunakan untuk mengartikan kemahara jaan
seseorang, sekelompok orang, atau suatu lembaga -
yang berdaulat, jika kata-kata orang, kelompok . =
orang tersebut dianggap sebagai hukum. Kedaulatan
memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk

memaksakan perintah-perintah kepada semua rakyat -
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suatu negara yang bersangkutan dan rakyat tersebut

memiliki kewajiban mutlak untuk mentaati semua pe -
rintah-perintah tersebut fanpa memperhatikan kese -
diaannya, tanpa ada yang membatasi kekuasaannya un-

tu memerintah. (Abul A8la Al-Maududi, 1990 : 23%6).

Dari pengertian kedaulatan yang dirumuskan
oleh Yuris modern di atas, maka konsep tersebut
akan tetap menjadi teori kosong belaka Jjika tidak
ada subyek aktif yang mampu menegakkannya, karena -
nya kedaulatan rakyat tanpa kedaulatan politik ti =
dak memiliki keberadaan praktis,., Jika para ahli il-
mu politik pemilik kedaulatan semacam ini dalam ma-
syarakat, meka tidak akan ada seorangpun yang pan -

s menerima Jabatan sebagai pemilik kedaulatan ini
oul A'la pl=Maududi, 1990 : 239).
Alasannya adalah karena tidak ada manusia yang sa -
nggup secara mutlak untuk berbuat secara adil ter -

hadap masyarakatnya.

a. Kedaulatan Tuhan

Berdasarkan ketentuan uraian di atas make
Al-Qurtan memberikan jawaban yang tidak dapat di
ganggu gugat, bahwa kedaulatan dalam semua aspek

nya hanya berada di tangan Tuhan (Abul A'la Al -
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Maududi, 1990 ; 23%6). Karenanya cukup beralasan
jika poliitik Islam sering diistilahkan sebagal
kerajaan Tuhan, yang bahasa politiknya disebut
sebagail "Teokrasi'., Namun teokrasi dalam Islam -
esensinya tidak identik dengan yeng dikenal 4di-
Eropa yaitu dengan tampilnya kelompok pendeta se
bagai kelompok masyarakat khusus yang melakukan
dominasi yang tak terhingga untuk menegakkan hu-
kumnya atas nama Tuhan, Teokrasi Islam yang pe -
nulis maksudkan adalah suatu pemerintahan yang
diselenggarakan dan dibangun oleh masyarakat mus
lim berdasarkan ketentuan Al-Qurtan dan Sunnah =
Rasul, (Dr. Abdul Raof, S.H, 1986 : 240 - 241).
Berkaitan dengan masalah ini, Abul At'la Al-Mau -
dudi, kemudian memberikan istilah yaitu "Teo De-
mokrasi®, Maksudnya adalah suatu pemerintahan
yang bersifat demokrasi Tlahi. Alasannyza adalah
karena di bawah naungan-Nya kaum muslimin telah
diberi kedaulatan rakyat yang hanya sangat ter -
batas, yaitu selalu di bawah pengawasan Tuhan -

(Abul A'la pl-Maududi, 1990 : 160).
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Berdasarkan pemaneman inilah maka Abul

A'ls Al-Maududl menjelaskan teorinys
"Dalam Islam terdapat suatu prinsip bahwa
kedaulatan de Jure adalsh milix Allah
vyang kedaulatsn de factonya terbukti da-
lam penyelenggaraan semesta alam. Kemudi-
an gecara khusus menikmati hak preogratif

kedaulaten atas semua makhluk d4i bumi i-
nim, (Abul A'la Al-Maududi, 1990:240-241)

Kedaulatan yang diskui dalam Islgm,Is-
lam sebagai milik Allah tidak terbatss pada
segi metafisika, melainkan Jjuga mencakup segi
hukum dan politis (Abul=-A'la Al-Maududi, 1990
b:90). Ini berarti kedaulatannya ditunjukkan
langsung kepada umat msnusia semuanya, ke me-
rangkum semua sspek kehidupan manusia, yailtu
moral, iukun, dan juga politik (Abul A'ls Al-
Maududi, 1990 b:89).

Berdacarkan permasalshan inilsh, maka
keberadaan umat manusia itu hanyalah menjadi
Khalifeh-Khalifah Allah di bumi sebagai 1lan-
dasan teori politik‘(ﬂ. Munawir Sadzali, MA.,
1991:172-173), sedangkan pihak yang- dijanji-
kan untuk menjadi Khalifah (penguasa) di bumi
tersebut perulis cenderung dengan perdapat

yang mensgaskan bahwa hak untuk menjadi peng-
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uaga tidak hanya diberikan Allah kepada umat
Islam saja, melainkan kepada seluruk umat ma-
nusia tanpa terkeccuali (H. Munawir Sjadzali,
MAs, 1990 a:207), dibandingkan pendapat yang
hanya membatasi kepada umat Islam semata ( A=

bul A'la pAl-Mavdudi, 1990 : 207).

Pendapat ini didasarkan pada fenomenag
soginl yang terjadi di duonia sekarang ini,
yang menunjukkan bahwa untuk memenuhi hampir
segala kebutuhanr hidupnya umst Islam mazih
sangat bérgantung kepada karya, produkgsi, dan
pelayanan dari bangsa-bangsa yang bukan Islam,
Demikian pula dalam bidang ilmu teknologi,ser
ta ketertiban hidup, ternyata uwpat Islsm ter-
tinggal jauh dori bangsa-bangsa yang bukan
Islam. Karenanya, tidaklah mungkin dan bahkan
Allah tak rela jika melibhat umat Islam  yang
ditafsirkan menjadi khalifah-Nya di bumi, de-
mikian kalah dan tertinggal jauh dalam segala
bidang dibandingkan mereka yang dianggap bu-
kan Khalifah Allah itu (H. Munawir Sjadzali,
MAe, 1991:174).
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b. Keduulstan rakyat di bswah kedaulatan Tuhan

Berangkat dari pemshaman bahwa sumber
keikuasaan pemerintahan Islam, honya merupakan
milik Allah, makn keberadasn manusia yang di-
pilih untuk mernegakkan gistim pemerintahan Is
lam dalam suatu negara’tidak akan memiliki
kekuasaan sejati, baik secara legal mgaupun
politis. Alasannya, karena disamping dia ti-
dok mewiliki kedaulatan de Jure juga kekuasa-
annya terbatss dan dikembalikan oleh suatu
hukum yang unggul, yang tidak dapat diubah
maupun dicampurinya. Keberadaan manusia yang
demikian ini dalam Al-Qur'an dicenal dengan
khalifah, yaitu hanya menjadi kuasa dari pe-

gang kedaulstan de jure maupun de facto,
dari Tuhan yang msha kuasa (Abul A'la  Al-la-
ududi, 1990 a3:243). Sebagaimana iitegagkan

Allish

MW} ’ \&103\435&3
(aa’,)}')\) @Z)Y \‘j

"Dan Allah telah menjanjikan kepada orang
orang yang beriman dan mengerjakan  amal
kebajikan, bshwa Allah akan memberi kekha
lifsan kepada mereks di muka bumi",

Ayat di atas menghendaki dua  prinsip

konstitusional yang sangat penting (abul A'la
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Al-lnududi, 1990 b:94) yaitu :

1) Pada hakekatnya status negara Islam tidak
terletak pads xzedaulatan melainkan pada

perwakilan (Khalifah).

2) Dalam suatu negara Islam, kekuasaan  Kha-
lifah tidak terletak di tangan perseorang-
an atau keluarga atau kelompoik, melainkan

di tangan seluruh masyaraxat.

Dari dusg prinsip di atas, maka dapat
ditemukan beberapa komponén-komponen kekugtan
yang bersatu menegakkan kekuasaan pemerintah-
an Islam. Dalam pancdangan Islam,kedaulatan i-
tu terdiri dari komponen-komponen, gyari'at,
bangsa dan pemerintah ysng melindungi syari'-
at dan dipilih dari rakyat. Jadi, kedaulatan
dalam Islam tidak terwujud kecugli melalui
komponen tiga unsur tadi, pada mereka ter-
letak kekuasaan yang digebut dengan kedaulat-
an. Dengan demikiasn tak ada bangsa tidak ada
pemerintah, tidak pula keduanya bersama- sama
dapat melanggar keadilsn dan persamaan seba-
gaimana ditetapkan oleh syari'at, bahkan mes-
kipun jika hal ini harus dilakukan demikian

dan hak menentukan nasib sendiri suatu nege-
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ri. Bersaitan dengan ini Abdurrahman Azzam me-
negaskan :

"Bangsa tidak boleh menrnjadi sutu-satunya
sumber kekuasaan dalam arti bebas melaku-
kan apa saja yang dianggap sesual dengan-
nya atau dengan sesuatu yang lain. Kebe-
basan berbuat dibatasi oleh prinsip-prin-

gip morslitas umum, keadilan serta hak
ditgtapkan s#l1llah (Abdurrashman Azzam, 1990
59=60).

Namur demikian, bangsa bebass untuk me-
ngambil bentuk pemerintahan dan  konstitusi-
onslnya sendiri, serta untuk membuat undang-
undang dalam batas wewenang bersama. Hal ini
berarti kedaulatan dalam segala hal, tetap
harug disalurkan dalam batas-batas hukum,yang
¢iwahyukan oleh penguasa: | . yang 1lebinh
tinggi, yaitu Allah. Diglah gumber dari sSe-
gals hai yang ada, yang telah menurunkan ma-
nusia ke muka bumi dan mempercayakan kepada-
nys tanggurg Jjawab pemerintahan agar menjaga
keadilan dan persamaan (Abcdurrabman Azzam,1990

61).

c. Kekhalifaean dan hakikat demokrasi dalam Islam

Pembahasan tentang penyclenggarsan pe-
merintash dalam Islam menyangkut komposisi dan
gtruktur negara. Dengan tetap memperhatikan

prinsip bahwa kedaulatan ada di tangan Tuhan
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Maka posisi manusig gang dipilih vntuk mene-
gakkan hukum Tuhen di bumi hanyalsh sebagai
wakil (khalifah) dari penguasa tertinggi. Dan
derajat kekhalifasn tersevbut secara tegas di-
terangikan Al-Qur'an merupakan hak selorh ma-
syarakat tanpa terkecuali. Karenanyea bentuk
negara dalam ajéram Islam mengandung unsur Teo
krasi dalam arti bahwa Jika terdapat pemerin-
tah atau hukum yang telah jelag dari Tuhan
atau Rasul-Nya, maka tidak seorangpun atau
tak sutu lembaga legislatif pun yang sanggup
mengubahnya. Demikian pula di dalamnya ter-
kandung unsur demokrssi delam arti bahwa se-
mug mugalah pemcrintghar dan hsl-hal yang ti-
dak diastur secara jelas dalam nash-nash gyara

maka setiap Muslim diberi hak untuik menafsir-

kan hukum Tuhan, jika penafsiran hukum itu
memang diperlukan. 3ehingga laghiriah suatu

igtilgh dari Persenyawam ungsur-unsur teokragi
dun demokrasgsi, yaitu: "Teo-Demokrasi".

Jadl, kongep pemerintahgn ini menjadi-
kan keikhalifaan Islam sebagai sustu demokrasi

vang bersenyawa dengan teokrasgsi. Artinya:

"Pemerintahsn dalam Islam adalah  suatu
pemeriintahan yaeng bersumber dori . kekua-
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saan setelah sebelumnya disdakan  pemba-
tagan oleh xekuasaan Tuhan, sebagail satu-
satunya sumber kekuasaan. Selanjutnya,pe-
merintahan dibentuk dan diubah dengan pe-
laksanaan Pemilihan Umum". (Abul A'la Al-
Maududi, 1990 a:242).

Oleh karena hal-hal ysn idak diatur
secara jelas dalam hukum Ilahi, penyelesaian-
nya diserahkan kepada kesepakatan umat dalam
permugyawaratan diantara masyarsicat, maka da-
lam mesalah urucan penyelenggaraan  pemerin-
tahan Jjuga harus diselesaikan dengan prinsip>

ni baik

fete

permusyawaratan, karena dslam hal
dslam pl-Gur'an maupun gunnah Rasul tidak ada
aturan yang tegas dan terinci (Muhammad Asad,

1985:79). Sebagaimana yang terkandung dalam

p‘%’ S)rE@rly

"Dari urusan mereka (diputuskan) dengan
musyawarah diantara mereka". ( Al-Qur'an

firman Allah

Tetupi karena tidak mungkin mengumpul-
kan seluruh umat dalam satu forum persidsngan
untuk bersama-sama membugt undang-undang 1ij-
tihadi ini, maka harus ditunjuk beberapa o=
rang tertentu untuk mewakili umat dalam meng-

ambil keputusan yang amat penting itu.Sedang-
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= -~

kan realisagi dari keinginan tersebut, tidak
biga tidak harus diserahkan kepada suatu lem-
baga musyawarah yang akan dipilih gsendiri

oleh mazyarakat (Muhammad Asad, 1985:80-82).

2. Pertanggung Jjawaban Pemerintsh

Pemerintah harus scelalu dapat mempertang-
gung Jjawabkan kebijaksanaan yang diambil di ha
dapan rakyatunya. Pertanggung jawaban ini ter
suk hal yang penting dalam wawasan hukum Islamnm,
Dalam pandangan Islam, penuntutan tanggung Jjawab
atau pertanggung jawaban sepenuhnya dibenarkan
terhadap pemerintah yang gagal memenuhi wewajib-

annya (Dr. M. Amin Raig, 1989:56).

Hak untuk meminta pertanggung jawaban da-
i pemerinfah dalsm Islam ditegaskan Allah dalam

firman-Nya :

'“‘gouué)\z M '? ;x‘-,j .‘,‘\;\.3;;;;

"Hai Dawud, sesungguhnys kami menjangikan
kamun Khalifsh (penguasa) di muka bumi, mdka
berilah keputusan (perkara) diantara manusia
dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan Kkamu
dari jalan Allah". (Al-Qur'an, 38:26).

juga dalam firman-Nya :

’

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



J\_{;‘)M (/)g \JL;.»»\J\
S\ ¥ Sypayeidl

"Dan apabila ia berpaling, ia berjalan di
bumi untuk mengadakan kerusskan padanya, dan
merusak tanam-tanaman dan b_na*dno ternak,
dan Allah tidak menyukail kebinasaan". (Al-
gur'an, 2:205).

Dengan demikian, dalam prinsgip ini dapat

ditarik suatu prinsip dasar yang lain,yaitu ten-

e

tang ketaatan rakyat terhadap pemerintah. Oleh
karena itu sebagaimana diterangkasn oleh Muhammad
S. Elwa, bahwa tisda perbedaan pemimpin peme-
rintahan dengan rakyat biazsa. Artinya, rakyat
dalam ajaran Islam diwajibkan tunduk dan patuh
kepada pemimpin pemerintahan gelama ia wmelaksa-
naxan kewajibannya secara baik. Siapa yang mem-
bantah, menentang atau memberontak, harus dipe-
Vrangi dengan kekuatan atau kekarasan. Sebaliknyé
jika pemerintah menyalshgunakan jabatannya, maka
umst berhak menikmati pertanggung jawaban, atau
menolak otoritasnya sebagai pemcrintah.
Jadi, jika pemerintah melskukan tindak-
an yang cenderung merugak atau menurut kehendak

gendiri, mska rakyat berhak memperingatkannya a-

gar tidak meneruskan tindakannya itu. Sebab ia
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telah meninggalkan kewajibannya untuk menegakkan
kebenaran, dan menjauhi perbuatan mungkar. Jiks
penerintah tersebut tidak memperhatixar pering-
atan itu, maka rakyat berhsk mengambil alih tang-

gung Jjawabnys sebagal pemerintah ksum Muslimin.

Itulah dasar hukum yang mewajibkan rskyat
tunduk dsn patuh kepada pemerintsh. Dalam hal i-

ni Muhammad S. El-wa, memberikan syarat :

"Ketaatannya harus didasari atas ketaatan ke
pads kebenaran. Dan jika pemerintah Dberbuat
salah, maka tidak lagi kewajiban untuk tasat.
Dasar itu pula yang memberi hak kepada uwmmat
untuk meminta pertanggung Jawsban dari peme-
rintsh". (Muhsmmad S. Elwa, 1983:148-149).
Prinsip konstituszional di atas harus di-
jadikaon pandangan dalam menyelenggarakan guatu
negara ' - . yang Islomi. Hukum Islam tidak me-
ngatur secaras mendetail tentang aspek-aspek ke-
lembagaan, teknik dan prosedur penyelenggaraan
gsuatu pemerintshan, agar kaum Muslimin secara
cerdas dan kreatif dapat meneruskan keperluan ki-

ta sesuai dengan perkembangan zaman (Dr. M. Amin
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